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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dipaparkan mengenai 

“PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN 

BANGUNCIPTO KAPANEWON SENTOLO, KULON PROGO” , maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pengawasan Dana Desa merupakan proses yang krusial, dilaksanakan 

secara berjenjang dan berlapis oleh berbagai pihak untuk mencegah 

penyimpangan dan memastikan transparansi. Pengawasan melibatkan 

berbagai lembaga secara berjenjang dan berlapis untuk mencegah 

penyimpangan, menjamin transparansi, dan mengoptimalkan 

penyerapan dana bagi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan 

pengelolaan dana desa ini sendiri dilaksanakan dalam berbagai tahap 

pengelolaan dana desa. Mulai dari perencanaan hingga 

pertanggungjawaban. Pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan 

secara berjenjang dan berlapis agar tidak ada celah penyalahgunaan, 

karena diawasi dari segala sisi sehingga memperkecil kemungkinan 

adanya peluang untuk melakukan penyelewengan. Mekanisme 

pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak. Pertama, Pengawasan 

eksternal oleh Kapanewon Sentolo dengan melakukan BINWAS atau 

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan sejak proses perencanaan 

hingga pelaksanaan, memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan 
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pengawasan, serta memberikan peringatan jika terjadi penyimpangan. 

Pengawasan dari BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) sendiri 

memiliki peran krusial sebagai perwakilan aspirasi masyarakat. BPK 

dalam hal ini memastikan alokasi dana desa sesuai peruntukannya, 

meminta laporan realisasi anggaran, dan melaporkan secara resmi 

catatan mengenai dugaan kejanggalan atau penyelewengan dana desa 

kepada Lurah untuk ditindaklanjuti. Pengawasan internal oleh 

Kalurahan Banguncipto sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan setiap 

bulan yang mencakup adanya monitoring dan evaluasi untuk 

penggunaan dana desa serta ada pengawasan secara fisik atau langsung 

ke lapangan kemudian ada juga pengawasan dari inspektorat daerah satu 

tahun sekali, dan juga pengawasan langsung dari atasan. Pengawasan 

dari masyarakat sebagai control social dilakukan ketika ada celah atau 

dugaan penyimpangan masyarakat dapat melapor lewat BPK (Badan 

Permusyawaratan Kalurahan) sebagai salah satu bentuk pengawasan 

pengelolaan dana desa.  

2. Ada pula tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan dana 

desa di Kalurahan Banguncipto. Dari Kapanewon Sentolo sendiri ada 

dua yaitu Pertama, dinamika regulasi yang tinggi dan terus berubah dan 

yang kedua adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

kurangnya kompetensi dan pemahaman yang memadai dari staf desa 

khususnya dalam bidang keuangan dan pengawasan. Dari BPK (Badan 

Permusyawaratan Kalurahan) sendiri adalah pada terbatasnya otoritas 
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dalam pengawasan karena hanya mampu mengawasi dari permukaan 

saja, kewenangannya terbatas pada pengawasan secara makro, dimana 

hal ini mengakibatkan pengawasan dari BPK menjadi kurang optimal. 

Untuk Kalurahan Banguncipto Banguncipto sendiri tidak ada kendala 

yang dihadapi karena regulasi yang mengatur sistem pengelolaan serta 

pengawasan sudah dirasa cukup dan dilaksanakan dengan tertib, namun 

adanya mandatori pengelolaan dana desa yang dilihat dari program 

prioritas mengakibatkan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya 

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Dari masyarakat adalah 

komunikasi yang kurang lebih intens dan terbuka dengan pemerintah 

desa dan BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta 

kurangnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya 

peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa.  

3. Dilihat dari beberapa beberapa kendala yang dihadapi hal ini 

menunjukkan perlunya pengoptimalan dari segi pengawasan 

pengelolaan dana desa. Upaya yang dapat dilakukan dalam upaya 

mengatasi kendala pengawasan dana desa adalah pertama dari 

Kapanewon Sentolo adalah adalah perbaikan bentuk dan substansi 

BINWAS itu sendiri. Secara operasional, komitmen ini diwujudkan 

dengan menyediakan staf pendukung yang ditugaskan secara khusus 

untuk membantu pelaksanaan fungsi BINWAS. Dari BPK (Badan 

Permusyawaratan Kalurahan) sendiri adalah meningkatkan koordinasi 

dan komunikasi antara BPK (Badan Permusyawaratan Kalurahan) dan 
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perangkat desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa agar lebih 

intens. Dari Kalurahan Banguncipto sendiri upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa adalah dengan 

memilih untuk lebih berfokus pada penguatan transparansi dan 

optimalisasi program pembangunan serta meningkatkan pengawasan 

terhadap pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguncipto. Dari 

masyarakat sendiri perlu adanya komunikasi yang lebih intens dan 

terbuka dengan pemerintah desa dan BPK (Badan Permusyawaratan 

Kalurahan) agar pengelolaan dana desa lebih transparan selain itu 

dengan komunikasi yang baik dapat menghilangkan rasa takut dan 

canggung ketika ingin menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan mereka 

yang diharapkan dapat terpenuhi dengan dana desa, serta perlu juga 

dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan mereka tentang pentingnya peran pengawasan. 

Pengelolaan yang baik memberi dasar yang kuat bagi pengawasan, 

sementara pengawasan yang kuat memastikan dana desa benar-benar 

digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan 

masyarakat. 
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B. Saran 

Adapula saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil pembahasan 

mengenai ”PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI 

KALURAHAN BANGUNCIPTO KAPANEWON SENTOLO, KULON 

PROGO”,  

1. Saran bagi Kalurahan Banguncipto adalah penguatan dan pengoptimalan 

pengawasan dalam pengelolaan dana desa, dengan mempertimbangkan 

untuk menyampaikan hasil audit secara langsung kepada masyarakat dan 

BPK demi meningkatkan transparansi, hasil audit tidak perlu disampaikan 

secara detail, melainkan cukup secara garis besarnya saja agar kerahasiaan 

data penting tetap terjaga. Serta realisasi pembuatan instansi atau wadah 

yang dapat menampung komplein secara resmi terkait pengawasan 

pengelolaan dana desa dari masyarakat.  

2. Saran bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah agar BPK 

(Badan Permusyawaratan Kalurahan) dan perangkat desa  meningkatkan 

komunikasi menjadi lebih intens dan terbuka untuk semakin memperkuat 

pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan adanya komunikasi yang baik, 

pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih maksimal. 

3. Saran bagi Kapanewon Sentolo adalah diperlukan perbaikan berkelanjutan 

pada model Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS) yang dilakukan oleh 

Kapanewon Sentolo, termasuk penyediaan staf pendukung yang ditugaskan 

khusus untuk melaksanakan BINWAS dan peningkatan kompetensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa agar dapat memahami dan 
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mengaplikasikan regulasi yang dinamis misalnya dengan pembekalan atau 

pelatihan dalam pelaksanaan regulasi pengawasan pengelolaan dana desa.  

4. Saran bagi masyarakat Kalurahan Banguncipto adalah dengan memberikan 

sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan 

pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana desa dapat diwujudkan untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.  
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